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WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA
WAJIB PAJAK YANG MEMPEROLEH HAK BARU MELALUI PROGRAM

Menimbang

Mengingat

. a.

PEMERINTAH DI BIDANG PERTANAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TEBING TINGGI,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat 2 huruf c
Peraturan Dacrah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor | Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah;

bahwa berdasarkan arahan Tim Monitoring Center For
Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perlu
menyusun Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi tentang
Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
kepada Wajib Pajak yang memperoleh hak baru melalui
program Pemerintah di bidang Pertanahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan Kepada Wajib Pajak Yang Memperoleh
Hak Baru Melalui Program Pemerintah di Bidang Pertanahan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6864);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3133);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020
Nomor 1);

Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem
dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Berita DAerah Kota Tebing Tinggi Tahun
2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN BEA

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA WAJIB
PAJAK YANG MEMPEROLEH HAK BARU MELALUI PROGRAM
PEMERINTAH DI BIDANG PERTANAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan;:

1.

Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

4.  Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.

5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan vang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan.

6. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang
pribadi atau Badan.

7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya,
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang
pertanahan dan bangunan.

8. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang
memperoleh hak atas tanah/atau bangunan.

9. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB yang selanjutnya
disingkat SSPD BPHTB adalah surat vang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain vang
ditetapkan oleh Wali Kota dan sekaligus untuk melaporkan
data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

10. Elektronik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
yang selanjutnya disebut e-BPHTB adalah aplikasi online
vang disediakan untuk mendukung pelayanan BPHTB.

BAR 11
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini
meliputi:

a. pemberian pengurangan BPHTB; dan

b. besaran pengurangan BPHTB.

BAB 111
PEMBERIAN PENGURANGAN BPHTB
Pasal 3

{1} Pemberian pengurangan BPHTB diberikan kepada Wajib
Pajak yang memperoleh hak baru melalui program
Pemerintah di bidang Pertanahan.

(2) Pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya diberikan untuk perolehan hak pertama.

(3) Pengajuan permohonan pengurangan BPHTB oleh Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui aplikasi e-BPHTB.

(4) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berdasarkan pemeriksaan kantor, dan apabila
diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan.



(1)

BAB IV
BESARAN PENGURANGAN BPHTB
Pasal 4

Besaran pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 diberikan sebesar 50% (lima puluh pesen) dari
BPHTB terutang.

Perhitungan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yaitu BPHTB terutang dikurang hasil
persentase pengurangan.

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam SSPD BPHTB.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 November 2023

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

SYARMADANI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 November 2023

Fl. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ftd.

KAMLAN

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2023 NOMOR 32
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